KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NO. : 37/Kpts/OT.210/2/1998

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGENDALI BIMAS

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Pengendali Bimas; 

Mengingat 
:
1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; 

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah tiga puluh dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1997; 

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural jo Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1996; 

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993; 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal;

Memperhatikan  
:
Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Suratnya Nomor B-39/I/98 Tanggal 16 Januari 1998;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan 
:
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 
SEKRETARIAT PENGENDALI BIMAS 

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Sekretariat Pengendali Bimas 

1. Sekretariat Pengendali Bimas yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SETDAL BIMAS adalah unit organisasi ekstra struktural di lingkungan Departemen Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian selaku Ketua Badan Pengendali Bimas.

2. SETDAL BIMAS dipimpin oleh seorang Sekretaris Pengendali Bimas yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SESDAL BIMAS.

Pasal 2

SETDAL BIMAS mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Badan Pengendali Bimas.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya sebagimana dimaksud pada Pasal 2, SETDAL BIMAS menyelenggarakan fungsi :

a. koordinasi perumusan Program Bimas;

b. koordinasi perencanaan dan pengendalian sarana produksi dan permodalan;

c. koordinasi pelaksanaan dan pengendalian bimbingan intensifikasi;

d. pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan SETDAL BIMAS/Badan Pengendali Bimas.

Pasal 4

SETDAL BIMAS terdiri dari :

a. Biro Tata Usaha;

b. Biro Program Intensifikasi;

c. Biro Sarana Produksi dan Permodalan;

d. Biro Bimbingan Intensifikasi;

BAB II 
BIRO TATA USAHA

Pasal 5

Biro Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan SETDAL BIMAS.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Biro Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

a. urusan kepegawaian;

b. urusan keuangan;

c. urusan organisasi dan tatalaksana

d. urusan rumah tangga dan perlengkapan

Pasal 7

Biro Tata Usaha terdiri dari :

a. Bagian Kepegawaian;

b. Bagian Keuangan;

c. Bagian Organisasi dan Tatalaksana;

d. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

Pasal 8

Bagian kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan Kepegawaian.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. penyususunan rencana kebutuhan , pengembangan , dan mutasi pegawai;

b. urusan tata usaha kepegawaian, administrasi jabatan fungsional dan kesejahteraan pegawai.
Pasal 10

Bagian Kepegawaian terdiri dari :

a. Subbagian Perencanaan, Pengembangan dan Mutasi Pegawai;

b. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.

Pasal 11

(1)  Subbagian Perencanaan, Pengembangan dan mutasi pegawai mempunyai tugas melakukan tugas penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, dan penetapan pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai.
(2)  Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian, administrasi jabatan fungsional dan kesejahteraan pegawai.
Pasal 12
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan;

b. urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan;

c. urusan akutansi, evaluasi dan hasil pemeriksaan keuangan.

Pasal 14
Bagian Keuangan terdiri dari :

a. Subbagian Penganggaran;

b. Subbagian Perbendaharaan;
c. Subbagian Akuntansi dan Hasil Pemeriksaan.
Pasal 15

(1)  Subbagian Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran rutin dan pembangunan.
(2)  Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan.
(3)  Subbagian Akuntansi dan Hasil Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi serta menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Pasal 16

Bagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melaksanakan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, dan hubungan masyarakat.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bagian Organisasi dan Tatalaksana menyelenggarakan fungsi :

a. penelaahan, penilaian dan penyempurnaan kelembagaan;

b. penelaahan, penilaian dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
c. penelaahan, penilaian dan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan dan urusan hubungan masyarakat.
Pasal 18

Bagian Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari :

(1)  Subbagian Kelembagaan;

(2)  Subbagian Ketatalaksanaan;
(3)  Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat.
Pasal 19

(1)  Subbagian Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis jabatan, penelaahan, penilaian dan penyempurnaan kelembagaan.
(2)  Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penilaian dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.
(3)  Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, penilaian, penyiapan rencangan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan hukum dan urusan hubungan masyarakat.
Pasal 20
Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi :

a. urusan rumah tangga;

b. urusan perlengkapan;

c. urusan persuratan.

Pasal 22

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri dari :

a. Subbagian Rumah Tangga;

b. Subbagian Perlengkapan;
c. Subbagian Persuratan.
Pasal 23

(1)  Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga.
(2)  Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penyaluran, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan.
(3)  Subbagian Persuratan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, pengetikan dan penggandaan.
BAB III
BIRO PROGRAM INTENSIFIKASI

Pasal 24
Biro Program Intensifikasi mempunyai tugas melaksanaka penyusunan kebijaksanaan dan perumusan program bimbingan massal intensifikasi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Biro Program Intensifikasi menyelenggarakan fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;

b. identifikasi dan perumusan program bimbingan massal intensifikasi;

c. analisis, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 26

Biro Program Intensifikasi terdiri dari :

a. Bagian Pengumpulan dan Penyajian Data;

b. Bagian Identifikasi dan Perumusan Program;
c. Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 27

Bagian Pengumpulan dan Penyajian Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.

Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bagian Pengumpulan dan Penyajian Data menyelenggarakan fungsi :

a. pengumpulan dan pengolahan data;

b. analisis dan penyajian data statistik.
Pasal 29
Bagian Pengumpulan dan Penyajian Data terdiri dari :

a. Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data;

b. Subbagian Penyajian Data Statistik.
Pasal 30
(1)  Subbagian Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data.
(2)  Subbagian Penyajian Data Statistik mempunyai tugas melakukan analisis data dan menyiapkan bahan penyajian data statistik.
Pasal 31

Bagian Identifikasi dan Perumusan Program mempunyai tugas melaksanakan identifikasi dan perumusan program.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Bagian Identifikasi dan Perumusan Program menyelenggarakan fungsi :

a. identifikasi dan perumusan kebijaksanaan serta Program Bimas Nasional;

b. identifikasi dan perumusan kebijaksanaan serta Program Bimas Wilayah.

Pasal 33

Bagian Identifikasi dan Perumusan Program terdiri dari :

a. Subbagian Identifikasi dan Perumusan Program Nasional;

b. Subbagian Identifikasi dan Perumusan Program Wilayah.
Pasal 34

(1) Subbagian Identifikasi dan Perumusan Program Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan identifikasi dan perumusan kebijaksanaan serta Program Bimas Nasional.
(2) Subbagian Identifikasi dan Perumusan Program Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Identifikasi dan perumusan kebijaksanaan serta Program Bimas Wilayah
Pasal 35
Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Bimas.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. analisis dan evaluasi pelaksanaan Program Bimas Nasional;

b. analisis dan evaluasi pelaksanaan Program Bimas Wilayah;
c. urusan pelaporan.
Pasal 37

Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :

a. Subbagian Analisis dan Evaluasi Program Nasional;

b. Subbagian Analisis dan Evaluasi Program Wilayah;

c. Subbagian Pelaporan

Pasal 38

(1) Subbagian Analisis dan Evaluasi Program Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan Program Bimas Nasional.

(2) Subbagian Analisis dan Evaluasi Program Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi pelaksanaan Program Bimas Wilayah.
(3) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan laporan program dan proyek serta bahan koordinasi pelaksanaan Program Bimas.
BAB IV 
BIRO SARANA PRODUKSI DAN PERMODALAN

Pasal 39

Biro Sarana Produksi dan Permodalan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian penyediaan, penyaluran serta pemanfaatan peralatan pertanian, pengairan, sarana produksi dan permodalan.

Pasal 40
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Biro Sarana Produksi dan Permodalan menyelenggarakan fungsi :

a.  koordinasi perencanaan dan pengendalian penyediaan, penyaluran, pemanfaatan peralatan pertanian dan pengairan;
b.  koordinasi perencanaan dan pengendalian penyediaan dan penyaluran benih/bibit, pupuk, pakan dan pestisida;
c.  koordinasi perencanaan dan pengendalian penyediaan, penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit serta pembinaan pemupukan modal.
Pasal 41

Biro Sarana Produksi dan Permodalan terdiri dari :

a.  Bagian Peralatan Pertanian dan Pengairan;

b.  Bagian Sarana Produksi;

c.  Bagian Permodalan.

Pasal 42

Bagian Peralatan Pertanian dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pemantauan penyediaan, penyaluran, pemanfaatan peralatan pertanian dan pengairan serta pengendalian pelaksanaannya.

Pasal 43
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, Bagian Peralatan Pertanian dan Pengairan menyelenggarakan fungsi :

a.  perencanaan dan pemantauan penyediaan, penyaluran dan pemanfaatan peralatan pertanian serta pengendalian pelaksanaannya;
b.  perencanaan dan pemantauan penyediaan dan pemanfaatan lahan dan pengairan serta pengendalian pelaksanaannya.
Pasal 44
Bagian Peralatan Pertanian dan Pengairan terdiri dari :

a.  Subbagian Peralatan Pertanian;
b.  Subbagaian Lahan dan Pengairan.
Pasal 45
(1) Subbagian Peralatan Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bagan perencanaan, pemantauan penyediaan, penyaluran dan pemanfaatan peralatan pertanian serta pengendalian pelaksanaannya.
(2) Subbagian Lahan dan Pengairan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pemantauan penyediaan dan pemanfaatan lahan, pengairan serta pengendalian pelaksanaannya.
Pasal 46

Bagian Sarana Produksi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penyaluran sarana produksi serta pengendalian pelaksanaannya.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, Bagian Sarana Produksi menyelenggarakan fungsi :

a.  urusan benih/bibit;
b.  urusan pupuk; 
c.  urusan pakan dan pestisida.
Pasal 48

Bagian Sarana Produksi terdiri dari :

a.  Subbagian Benih/Bibit;

b.  Sub bagian Pupuk ;

c.  Subbagian Pakan dan Pestisida.

Pasal 49

(1) Subbagian Benih/Bibit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pemantauan pengadaan, penyaluran benih/bibit serta pengendalian pelaksanaan.

(2) Subbagian Pupuk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pemantauan pengadaan, penyaluran pupuk serta pengendalian pelaksanaannya.

(3) Subbagian pakan dan Pestisida mempunyai tugas penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pemantauan pengadaan, penyaluran pakan dan pestisida serta pengendalian pelaksaannya.

Pasal 50

Bagian permodalan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebutuhan dan pemantauan penyaluran dan pengembalian kredit serta pemantauan pemupukan modal kelompok tani.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Bagian permodalan menyelenggarakan fungsi :

a.  urusan kredit Program Bimas Nasional;

b.  urusan kredit Program Bimas Wilayah;

c.  urusan pemupukan modal kelompok tani.

Pasal 52

Bagian Permodalan terdiri dari :

a.  Subbagian Kredit Program Bimas Nasional

b.  Subbagian Kredit Program Bimas Wilayah;

c.  Subbagian Pemupukan Modal.

Pasal 53

(1) Subbagian Kredit Program Bimas Nasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pemmantauan penyaluran dan pengembalian kredit Program Bimas Nasional.

(2) Subbagian Kredit Program Bimas Wilayah melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan dan pemantauan penyaluran dan pengendalihan kredit Program Bimas Wilayah.

(3) Subbagian Pemupukan Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencaan, pemantauan dan pengembangan pemupukan modal.

BAB V
BIRO BIMBINGAN INTENSIFIKASI

Pasal 54

Biro Bimbingan Intensifikasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi bimbingan operasional penyelenggaraan Program Bimas.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, Biro Bimbingan Intensifikasi menyelenggarakan fungsi :

a.  urusan bimbingan penerapan paket teknologi;

b.  urusan pengembangan kemitraan;

c.  urusan pengmbangan usaha tani.


Pasal 56

Biro Bimbingan Itensifikasi terdiri dari dari :

a.  Bagian Bimbingan Penerapan Paket Teknologi;

b.  Bagian Pengembangan Kemitraan;

c.  Bagian Pengembangan Usahatani.

Pasal 57

Bagian Bimbingan Penerapan Paket Teknologi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan penerapan paket teknologi.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 57, Bagian Bimbingan Penerapan Paket Teknologi menyelenggarakan fungsi :

a.  Penyiapan bahan bimbingan penerapan paket teknologi dan sarana;

b.  Penyiapan bahan bimbingan ketenagaan dalam penerapan paket teknologi.

Pasal 59

Bagian Bimbingan Penerapan Paket Teknologi terdiri dari :

a.  Subbagian Penyiapan Paket Teknologi dan Sarana;

b.  Subbagaian Ketenagaan.

Pasal 60

(1) Subbagian Penyiapan Paket Teknologi dan Sarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penentuan paket teknologi dan sarana untuk menunjang program intensifikasi;

(2) Subbagian ketenagaan mempunyai tugas melakukan menyiapan bahan bimbingan ketenagaan dalam penerapan paket teknologi.

Pasal 61
Bagian Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan kemitraan usahatani, pengolahan dan pemasaran hasil serta bimbingan kelembagaan tani.
Pasal 62
a.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, Bagian Pengembangan Kemitraan menyelenggarakan fungsi :
b.  pengembangan pola kemitraan;
c.  bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil;
d.  bimbingan petani.
Pasal 63
a.  Bagian Pengembangan Kemitraan terdiri dari :
b.  Subbagian Pola Kemitraan;
c.  Subbagian Pengelolaan dan Pemasaran;
d.  Subbagian Bimbingan Tani.
(1) Pasal 64
(2) Subbagian Pola Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan peyusunan pola kemitraan dan pemantauwan pelaksanaannya.
(3) Subbagian Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan pengolahan dan pemasaran hasil serta pemantauwan pelaksanaanya.
(4) Subbagian Bimbingan Tani mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pemanfaatan pengembangan motivasi dan partisipasi petani.

Pasal 65
Bagian Pengembangan Usahatani mempunyai tugas melaksanakan bimbingan ketersediaan pangan dan diversifikasi usahatani.
Pasal 66
a.  Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 65, Bagian Pengembangan Usahatani menyelenggarakan fungsi :
b.  bimbingan ketersediaan pangan;
c.  pengembangan diversifikasi usaha tani.
Pasal 67
a.  Bagian Pengembangan Usahatani terdiri dari :
b.  Subbagian Ketersediaan Pangan;
c.  Subbagian Diversifikasi Usahatani.
(1) Pasal 68
(2) Subbagian Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan ketersediaan pangan.
(3) Subbagian Diversifikasi Usahatani mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan diversifikasi usahatani.
BAB VI
TATA KERJA
Pasal 69
Dalam melaksanakan tugasnya SESDAL BIMAS, Kepala Biro dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam SETDAL BIMAS serta dengan instasi lain di luar SETDAL BIMAS sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
Pasal 70
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 71
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan SETDAL BIMAS bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 72
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
Pasal 73
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
Pasal 74
Dalam memberikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 75
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan orgnaisasi dibantu oleh kepala-kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pembinaan bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VII
P E N U T U P
Pasal 76
Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.
Pasal 77
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/OT.210/2/1994 dan segala ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 78
Keputusan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 4 Pebruari 1998 
MENTERI PERTANIAN,


Ttd


DR. IR. SJARIFUDIN BAHARSJAH
